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BUFIITI KATINGAhI

hahlrya urituk lebitr nrenirrgketkarn PendnBatan Asli Daery.h tF4D)
rcrnrp"t ,r Katingan dari- sektor Pajak Restoran di Kabqpaten

Katingan, lrertu diertur tata cara perlaksanaartny€i

bahwa dalam ranigka meninda,!t lanjuti instruksi_Bupati i(aiingan

lrior,nor . '035l15tilbppfn lentang Pelaksanaan Peraturan Daerah

Kebupatert Katingan;

bahwa setrubungern dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas,

perlu dibuat Pelrrnjuk Pelaksan;ran Pajati Restoran di lQbupaten

i(*ti3rl*n yang ditertapkan dengan Peraturan Bupaii KatinEan.

lJndang-Undang I'iomor 5 Terhun 200? tentang Pembentukan

l(abu,pite1, Kaiingan, Kabupateri _Seruyaq. 
Kabupaien Sukamara,

Kabuloaterr Lamanalau, Kabupaten Pulang Pisau, Ka[upaten Gunung

lvlas, Kabrrpaten fulurung Raya dan Kabupaton Barito Timur di Provinsi

!{alirnantarli Tengalr (Lembaran I'Jegara F'l.epubiik lndonesia.Tahun

ZAAZ Nonrior 1S, l"ambahan Lernbaran tfugara Repubtik fndonesia

lrlomor 41Elt0) ;

Unda,ng-Undang hlomor 32 Trlhun 2OA'+ tentang Pemerintahan

Daerati (L.,rrmbaian Negara Repr.lbtik tnrJrlnesia Tahun 2004 Nomef

t ZS,'f=*liahan t,emiralan l.legara Republii< .lndonesi3. Nomot #?Z),
i;ebaI;aimi*na telah diubah deigr:rn undanS:rundang Nomor I Tahun

?005 tentilng Peutetapan Peraturan Pemt,lrintah Penganti Undang-

Undang 1.Joiior !i Tahun 2005 tentang !ilerubahan- atas Undang-

inOr^d Nomor 32'l-ahun 2004 teptang Perperintahan Daerah menjadi

il^Jr^g,Undang (tr-embaran Negiara Republilt lndonesia Tahun 2005

Nomc;r-1oflt, Tambl;ihan Lembararl Negara ltepubiik lndonesia Nsrnqr

zt54g), sebagaimaria telah diubah dengan tlndang-undang Nomar t2
Taf,uii 2O$iltentang Perubahan l(edua al;arl Uneiang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tr:Intang Pemerintahan Dererah (i-enrbarari Negara

Ftepulclik lndonesla Tahun 200t1 Nomor 8., Tambahan Lembaran

llegaira Republit< Inrlonesia I'lomor a844);

Lindarrg-unciang hlomor 33 T;ehun" 20fr't tentang Perimbangan

Keuangan antareu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

ilernheran Negaiir Republik lncJonesia '['ahun 2004 Nomor 123,

i'ambahan Lem:barian Negara Reprublik lndonesia Nomor Aa3il;

2.

3.



UnrJang-lJndang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pekryanan Pubtik

(Lembaran Negara Republik lr:donesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tarnbaharn Lembaran Negara Rerpublik lnclonesia Nomor 5038 ;

Unrtang-t.lndang Nomor 28 Tal'run 200$ tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Re6rublik lndonesia Tahun 2009
Nornor 1.1t0, Tanrllahan Lembariln ltlegartr Republik lndonesia NoffIol:

50a.e);

Unriang-l.lndang Nomor 12 T'ahun 2i:fi11 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undang,iln (Lerrrbaran Negara Republik
Inrlrrnesia Tahurri 2011 Nomor 82, T:lrrnbahan Lembaran Negara
Republik llndon&sia Nomor 523a.') ;

Peraturan Pemerlntah Nomor {i,B Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daercirh, (Lembaran Nergara Rerpubllk Jndonesja Tahun 2AO5
Nornor 1,4.0, Tanrhrahan Lembararn Negaria Republik lndonesia Nomor
4578)',

Perraturan Pemerrintah Nomor iI8 Tahurl 20A7 tentang Fenftagian
Urusan []emerintahan antara Perneririrtah, Pemerintahan Daerah
Prorrinsi dan Pri+merintahan Daerah l<labupaten/Kota (Lembaran
Negara lr1epublill lndonesia Tiahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lenrbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor l)9 Tahurr 2007 tentang Pengelolaan
tJang Negara/Daerah (Lembaran Negarcr Republik lndonesia Tahun
200,/ Nornor 83, Tambahan Lermbaran lrlegara Republik lndonesia
l.lomor 4i'z38);

Pererturan Daeral'r Nomor 3 Tarhun 20'n1 tentang Perubahan Atas
Pererturan Daeral'r Nomor 5 Tahr."rn 2008 tentang Organisasl dan Tata
Kerjia Dinas D;iler?h Kabupi:rten katingan (Lembaran Daerah
Kabupaten Katingi:rn Tahun 2011 Nomor iI) ;

Peraturan Daerarh Nornor B Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(X-enrbarar,n Daerah Kabupaten l(atingan l-ahun zAf
Nomor B) ;

Keputusarn Menteni Dalam Neg,r:ri Nomor 170 Tahun 1997 tentang
Fedoman Tata C;rra Pemungutarr Pajak Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negreri Nomcrr 171 Tahun 1997 tentang
Prosedur Penges;erhan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan
Retribusi lJaerah ;

Keputusan Mentrani Dalam Neg,er:i Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Siste,m diln Pros;erdur Administrasi Pajal'< Daerah, Retribusi Daerah
dan Pene,rrimaan Pendapatan lain-lain.

l\deinetapkan :

MEiMUTUSKAN

P-ERATUFIAN BUF'l\Tl KATINIGAI'I TENTAltlG PETUNJUK

PELIIKSA.NAA.N PAJI\I( RESTORANI KAtsUPATEN KATINGAN

BAB I

KETENTUAN UMUIM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dinraksud derrngan :

1. Pemerintahan Dae;rah adalalr penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah claerrah <Jan DPRD menurut asas otonomi danr Lugas pembantuan dengan

,+.
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9.

10.

11.
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13.

14.
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prinsip otoltomi seluas-luasnyer dalam sistem dan prinrsip t,legara Kesatuan Republi[<
lndonesia sebagaimaner dimaksiud dalam Undiang-undang Dasar Negara Republik
lndonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerarh adi:llah Burpati dan peranl;kat daerah sebagai penyelenggara
pemerintah daeral'r.

tsupati adalah Bupati Kalingan

Dinas Pend;apratan Daerah adalirh Dinas Pendapatan Daelrah Kabupaten Katingan-

Kas Daerair adalah Kar,s psg;ah Kabupaten Katingan atau Badan yang diserahi
wewenang dan tanggung 'jawab sebagai pemegang Kas Daerah Kabupaten
Katingan.

Pajak Restoran adielah prajak atar:s pelayanan res;toran atau rumah makan.

Restoran arjalah fasilitars penliedia makanan ljan/atau minuman denga.n dipungut
bayaran, yang merncaktrrp juga rumah makan, kafetaria\ kantin, warung, bar dan
sr:jen is n ya tenrr as u k jasi:n bog a/l,liete ri n g.

Pengusaha Restoran adalah t)erseorangan atau badarr yang menyelenggarakan
usaha restoran untuk dan atas nlamanya sendirii atau untuk dan atas nama Pihak lain
yang menjadi llanggungarnnya.

Badan adaliah suatu bentuk us;;rha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan larinnya, badan usaha mitrik negaria atau daerah dengan nama
dan bentuk apapun, perrsekutuan, perkumpuliln, firma, kongsi, koperasi, yayasan
atau organir;asi yang sr>jenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usalra tetap serta
bentuk badan usahia lainnrya.

Pembayaran adafah jun'rlah yang diterima atzru seharusnya diterima oleh pemilik
Restoran aters pen}rediaarn makilnan dan minurnan. PernJrayaran bisa berupa tunai,
cek, kartu kn:dit, Surat Pernyataan hutang dan kompensas;i/ pengurangan kewajiban
Wajib Pajak yang te,rjadi :sebelunrnya.

Peredaran ursaha atau ,omzet erclalah penerimaan kotclr usaha sebetum dikurang
biaya.

Bon penjuallan (Bill) atau faktur invoice atau bukti penerimaan adalah bukti
pembayaran yang sekaligus buktii pungutan pajark, yang dlibuat oleh Wajib Pajak pada
saat mengajukan p,embaryaran artas jasa hiburan yang climanfaatkan oleh penonton
atau pengunjung.

Sistem Pemungutanr Pajak Daerarh adalah sisterrr yang akl;rrn dikenakan kepada Wajib
Pajak dalam memungut, mempenlritungkan dan rnelaporkan serta menyetorkan pajak
terutang.

Sistem CS a1[au Crcnstanta Storting atau Self As:sesment ildalah suatu sistem dimana
Wajib Pajak rjibreri k:percayaan untuk menghiturrg sendiri pajak yang terutang.

Sistem SKP irteru Sistem Surat Ketetapan Pajak adalah sui:rtu sistem dimana petugas
Dinas Pendapatan akan menetapkan jumlah parjak teruhng pada awal suatu masa
pajak dan pacla al<hir masa piajak yang bercangkutalt, akan diketruarkan Surat
Ketetapan Pajak Rampung.

Surat Pengul<ulran sebaglaiWajib Pungut Pajak Daerah arJalah surat yang diterbitkan
oteh Kepata Dinas Perrdapatan untuk mengukuhkan, rnenetapkan Wajib Pajak
sekaligus bertindak r;ebagai pemungut pajak yang dikenakarn pada subyek pajak.

Surat penunjukkan r;eba1;ai Pemilik / Penanggung jawab usaha Wajib Pajak adalah
surat yang diterbitkan oleh Flepala Dinas Pendapal.ah untuk menunjuk dan
menetapkan pemilik dan penanggung jawab usarha wajib pitjak. :

Kartu NPWPD adalah ki,rrtu yang menyebutkan Nomor l]okok Wajib Pajak Daerah,
nama dan alarrnat Wajib Pajak sebiagai identitas \trajib Pajak.

Maklumat erdalahr surat penrberitahuan hi,epada rrrasyarakat bahwa atas
usaha/keg iatan terhr ldangi pajak.
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Sr:rat Pemtreritalruan Pajak Dar,rr:ah yang selanjutnya dis;ingkat SPTPD adalah surat
yang oleh wajlb pajak cJigunalrlien untuk melaporkan pelrhitungan dan pembayaran

pajak yang terutang sesuai ck*ngan Peraturatn Perundang-undangan Perpajakan
Daerah.

Surat Setoran Fajak Daerah yang selanjutnrya disingkat SSPD adalah bukti
pembayararr atau penyretoran pajak yang telah dilakulcan dengan menggunakan
formulir ataru telah dilakukan dengan cara lain ke l<ias Daerah melalui tempat
pembayara,'r yang ditunjuk oleh lilupati.

Sr-lrat Ketel:apan Pajak Daerah yang selanjutnya dis;ingkat SKPD adalah surat
ketetapan p;ajiak ldrg rflenentukarn besarnya junrlah pokcllt pajak terutang.

Surat Ketet;apran F'ajak Daerah Kurang Bayaryang s;elitnjutnya disingkat SKPDKB
adalah surat ketetarpan prajak yang menentukan besarny'a jumlah pokok pajak, jumlah
kredit pajal<, jurnlah kekurangan pembayarurn pokok pajak, besarnya sanksi
adnninistratif, clan jumlah pajak yi;rng masih harus; dibayar.

Surat Ketetap;an lPajak l.laerah Flurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menents,Ikan tambahein atas jumlah
pajak yang teliah di'letapkan.

Surat Ketetirpan F'ajak Daerahr Lebih Bayar lrang selanjutnya disingkat SKPDLB
adalah sura'l ketetapan pajak !?ng monentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak

karena jumlah kredit pajak lebih hresar daripada pajak yang terutang atau seharusnya
tidak terutang.

Surat Tagihran Pajak Dareraii y:rng selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk
melakukan tiagihan pajak dan atau sanksi administrasi berrupa bunga dan atau denda'

Pembukuan arlalahr suatu proses pencatatan 5rang dil;rkukan secara teratur untuk
mengumpulk.an data darr informiasi keuangan yerng meliputi harta, kewajiban, modal,
p*ngiaritrn dan biiaya, r;erta junrlah hargi pen:lehan dan penyerahan bdrang atau
jasa, yang ditutup clengarn menyusun laporan kr:uangan berupa neraca dan laporan
laba rugi unfruk peniode tahun pajark tersebut.

Pemeriksaar:r adalaLh seriangkaiarrr kegiatan yarxg rnenglrirnpun dan mengolah data,

keterangan clan/atau yarrlg dilaksanakan secara objektif clarn profesional Serdasarkan
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan dilerahr dan retribusi dan/atau untuk tr.riuan lain dalam rangka
melaksanakern ketentuan peratutarn perundang-undangan;::,erpajakan daerah.

Penyidikan tindak pidaria di llidang perpajakan dar':tah dan retribusi adalah
serangkaian tindakan yang cJilakukan olehr PenyirJik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengi:rrr bukti itu mernbuat terang tindak pidana di bidang
perpajakan daeral^r clan rei:tribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya-

BAB II
OBYE:K, SIIJBYEK IPAJAK DAN WAJIB Pi\,llAK

Pasal 2

Objek pajak arJallah sr:tiap pelayane,rn yang disedii:rkan dengien pembayaran di restoran

atau rumah makan mr:liputi penjuafiarn makanan dan minum,an.

Dikecualikan clari obj,ak pajak adarliah pelayanan'yang diserJiakan oleh restoran yang

nilai penjualannya tidak merlebihi Rp. 1.000.000,- ( satu juta, rupiah ).

Pasal 3

Subjek Pajak aclalah orang pribarji atau badan yang mt'rlakukan pembayaran atas

pelayanan restorian atau rumah makan.

Wajib pajak adalah pengusaha restoran.
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(1)

i,2)

(3) Untuk rnemu,dahkan pemungutan pajak, Dinas Pendapatan Daerah akan menetapkan

pengusaha Restoran sebagaiwalib pungut Pajak Restorant

BAB III
PIENDiAFTAI|IAND/IT,NPENDATAA}{WAJI[,]iPAJAK

Pasal 4

Setiap Wajib pajak wajib mendaft:arkan usaha ke'pada Ferrnerintah Daerah dalarn hal

ini Dinas pepdapatan dalam jangka waktu selanrbat-larnbatnya 30 (tiga puluh) hari

sebelum dimulainya kegiatan usaltanya, kecuali ditentukan lain.

Apabila Wajib Pajak tidak melapo,rkan sendiri usethanya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) pisal ini, Dinas Pendi:rpatan akan mr:ndaftar usaha Wajib Pajak secara
jabatan.

pendaftaran usaha sebagaimana ,climaksud pada ayat (1) lPasal ini, dilakukan sebagai

berikut :

a. Pengusaha / 1>enarrEgungjarwab atau kuasanya mengambil, mengisi dan

menlndatalEanitormuiii pencti:rftaran yang disediakan clleh Dinas Pendapatan-

b. Formulir ;>endafiaran yang t,::lah diisi dan rJitandaterngani disampaikan kepada

Dinas Pendapatan dengan merl;ampirkan-

1) Fotocolpy KTP pengusaha/penanggung jawab / penerima kuasa

2) Fotoco;py Surat Ketr:rangan domisilitempat usaha'

3) Fotocopy surat lzin usaha Perdagangan ($ilUP), jika ada.

4) Fotocopy Akte Penrlirian Penusahaan.

5) Surat Kuasa apatlila pengusaha/penanggung jilwab berhalangan dengan

Disertaifrotocopy KliP dari pemberi kuasa'

c. Terhadap penerirnaan berkas pendaftaran, Dinas Pendapatan memberikan Tanda

terima pend:rftaran.

Pasal 5

Berdasarkan keteranrgan't//ajib P'ajak dan data yang ada pada forrnulir pendaftaran,

Kepala Dinas Pendapatanr menerbitkan :

a. Surat pengukuhan seb,agai Wajib Pungut derryan Sistern Pemungutan Pajak yang

dikenakan.

b. surat Penunjukan sebargai Pernilik / Penanggung Jawab usaha wajib Faj3k.

c. Kartu NPU/PD.

d. Maklumat.

Penyerahan {iurat F'engurkuhan, rsiurat Penunjukan, Kartru NPWPD dan Maklumat

fepaOa pengru5shs i pJnanggung jawab atau kuasanya $esuai dengan tanda terima

pendaftaran.

Terhadap Mal<lumat, Wajib Pajak nnemasangnya pada tenrpat yang mudah ditihat oleh

Pengunjung atau tarnru hotel.

BAB IV

KETENI I'UAN PERIZI hIAN

Setiap kegiatan atau
Perizinan TerPradu.

Pasal 6

userha Restrrran harus mendapat kin dari Kantor Pelayanan

{:3)

(1)

(2)

(3)

(1)



,?\ Tata cana mendap6tkan izin usatha, pembinaan, pengavuasan dan perpanjangan iZin

usaha Restoran clibawah koordinasi dan diketcula oleh l(antor Pelayanan Perizinan

Terpadu.

perpanjangarn izinr usaha dapat diberikan apabila pengusaha Restoran bisa

menunjukJn Surat Keterilngan Eebas Fiskal yarng menje,traskan tidak ada lagi pajak

yang terhutang atauryangl belum clilunasi.

B,AB V

DAS,,AR PEI{GENAAN TARIIF PAJA'l'rl

Pasal 7

(1) Dasar peng€lnaan prajak ;,rdalah jurmlah pembayatnan yang rlilakukan restoran.

(Z) Jumlah pemfuayaran bisa berupa tunai, cek, kartu kredit, surat pernyataan hutang atau

kompensasi / penguranan kewajiban Wajib Pajak yang terjadi sebelumnya'

Pasal I

Tarif Pajak Restoran ditetapkarn sebesiir 10% (sepuluh persen)

Pasa[ 9

l3esarnya pajak lRestoran yang te,rutang dihitunrg deng;an cara mengalikan tarif

sebagaimana 
-dinraksud 

dalam pasarl 8 dengan dersar penl!|enaan pajak sebagaimana

dimaksud dalam pasal 7 aYal {1)

BAB VI
M1EDIA PEMBII"/ARAN DAN PERFOR/I.SI

Pasal 10

(1) Jumlah pembayaran seperti dimaksud dalam pas;al 7, yang menjadi dasar pengenaan

pajak harus terrc;anturm d",rgrn jelas pada bukti pembayararn, yang bisa disebut dengan

bill atau kuitansi atau faktui pemb,ayaran, invoice atau bukti pembayaran / penerimaan

lainnya.

(2) Untuk memuclalrkan pen{llawasan, Wajib paiak harus menlJgunakan bon bill / faktur /
kuitansi / invr:ice / llukti pembayaran yang telarh diberi tianda atau diperforasi oleh

Dinas Pendapratan Daerah sebelumnya.

(3,) Bon Bilt, kuitansi, faktur peimbayararn, invoice atau bukti pembayaran harus mempunyai

nomor urut yang sud;ah ie'rcetak srebelumnya ("prlnted runrling number')'

(4) Bentuk Bon llill atau bukti pembayaran lainny;a minimal memberi informasi nomor

bukti, tanggal pemberyaran, uraian jenis pelayaniln yang dinikmati, diskon / potongan

penjualan, darritrnrlah yanrg harus <Jibayar serta prajak yalrg dibayar'

Pasal 11

(1) Setiap wajib pajak harus menggurnakan bon bit[ / faktur yang diperforasikan terlebih

dahulu oleh Din'as Pendaplatan Daterah.

(2) Untuk wajib pajak yang telah ffi€:rilpUnt?i siste,rn pembayaran / " billing " tersendiri

dengan ,"ngtg,in"kiln k,rmputer uniuk mencetak bon bilt, perforasi bon bill bukan

merupakan kerharusan-

(3) Waiib pajak seperti climalcsud pacta, ayat (2) Pasrat ini, harus mengajukan permoh9nan

untuK tidak m,enggurrakart bon bill perforasi.

(3)



(1)

(4) Tata cara rnr=lakukan perforasi dan permohonan untult. tidaii menggunakan bon bit[

perforasi akan ditetapkan terpisi',rh oleh Dinas Pe ndapaterrn Daerah.

BAB VII
TATA CAR:,A PERHITUNGI\N PAJII\K

Pasal 12

Pajak dihituing untruk setlap bon bill yang dikeluarkan oleh pengusaha Restoran dan
atas jumlah'yerng akan dibayar oleh tamu Restoran.

Adapun conl:olh perhifungian pajalt adalah sebagari berikut :

- Nasiputihr
3 porsi @ Ilp. 3.000,t10

- lkan gorellg + lialapan
3 porsi @ Rp. 311.000,00

- Sayur asam
3 porsi @ Rp.4.000,0C)

- Teh es
3 gelas @ Rp. 3.000,00

- Jumlah
- Pajak Restoran 10%
- Jumlah yang; harus dib,iirYar

(3) Yang dimaks;uri dengan dasar pelngenaan pajal< sebagarimana Yang dimaksud pada
contoh dalanr ayat (.2) pasal ini aclalah sebesar R.p' 132.001J,00,-

BAB VIII
TSISTEIUI PEMUNGUTAIN PAJAN(

Pasal 13

(1) Atas segata usaha penyelenggariaan restoran, Dinas PenrJirpatan Daerah menetapkan

Sistem Pemungutan Pajak sebagi,iri berikut :

a. Usaha restrgran, rumah ma[(;en, puja sera, kantin, l<edai kopi, toko kue dan
sejenisnyal yang mernpunyai pembukuan yang baik ditetapkan dengan metode "

Sistem Self Assesment " atau ()onstanta Storting (CS).

b. Usaha restoran, rumah mak:ln, puja Sera, kantin, l'.edai kopi, tOkO kUe dan
sejenisnyal y,ang llidak rnempunryai pembukuan yang baiilr dan atau ornset penjualan

seiama satu tahrun pajak tidlark lebih dari tlp. 30.000.000,- ditetapkan dengan
metode " {iistem Cfficiirl Assesment " atau sistern SKP"

c. Usaha rer;toran sebagaimanzt dimaksud point (b) yamg tempat
menetap dan atau usatha hariern dapat dilakr,rkan dengsn sistem
pajak restoran dengan menggunakan karcis harian.

d. Bentuk dan besarnya jumlah pungutan harian palak: restoran
Kepala Dinas PendaPatan Daerah- 

,

(Z) Dinas Pendapatan f,taerah akan rnelakukan evaluasi secalla periodik, atas penetaPan
sistem pemur:rgutan paj.ak yang telah d:iter:apkan sebelumnya kepada Waiih Pajak

BAB IX
TAT/\ CARI' PENYETORA}T PAJAK:

Birlgian Pertarna

Untuli Wajib Paiak Yanrll Menganut Sistem Self Assesment

(2)

: Rp. 9.000,00

: Rp 90.000,00

: Rp. 12.000,00

: Rp. 9.000,00

Rp. 12C}.000,00
Rp 121.000,00
Rp. 13i!1.000,010

usahanya tidak
pu,ngutan harian

ditetapkan oleh



i1)

12't

Pasal 14

Berdasarkan rrakapitulasi penerinnaan bulanan, yang dist.ts;un dari rekapitulasi bon bill

atau bukti pr:rnbayaran harian, r:litetapkan jumlah pajak yang telah dipungut untuk

masa atau bltlan yang bersangkul.an'

Jumlah pajali yang telah dipungut selama 1 (*rtu) bularr disetorkan ke Kas Daerah

atau Bank yang ,litunjuk, palinl;1 lambat tanggirl 15 (lirna belas) bulan berikutnya

dengan rnempergunakan {iurat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

SSpD yang sudah ditanda tangi:rni dan di cap tertentu <lteh Kas Daerah atau Bank

yang aitunjul:, dilanrpirkan pada Surat Pemberitahuan F'ajak Daerah (SPTPD) yang

akan disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah s;ebagai li,rporan.

Keterlambatan penlretoran pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 20o/o per
bulan dari pokok pajak dan maksimal keterlamb,atan sel:ama 24 ( dua puluh empat)
bufan. Penge,n:aan cJenda keterlanrbatan akan rnempergunakan Surat Tagfhan Paiak
Daerah (STPiD).

Bentuk SSPDr dlan STPD i:rkan ditertapkan kemudiiln oteh Dinas Pendapatan Daerah.

llagian Kedua
Unl[ulk Wa$ib Pajarl< yang mengarlut Sisteln SKP

Pasal 15

Berdasarkan apa1isa terhaderp data clan hasil observasi serta werwancara denEan Waiib Pajat(,

Dinas pendapartan Daerah rnenerbitkan SKPD Sementara untuk suatu masa pajak, selama-

lamanya 6 (enarn) bulan, yang.menginformasikan jrlmlah angsuran atau cicilan pajak yang

harus disetorkan dan tanggal batas waktu penyetoran

lumlah angsuran pajall yangy disetor cliperoleh dengan membagli jumlah pajak yang ditetapkan

dengan jumlah masa pajak yang ditetapkan.

(3) Wajib pajak menyetorkan jumlah argsurco atau cicllan pajak seperti yang ditetapkan pada

uy.l(t) d.ngu,., mempergunakan Sunrt Setoran Pajak Daerah (5SPD).

(4) Keterlambatan pernyetoran pajak, aktn dikenakan denda tembahan sebesar 2o/o per bulan dari

pokok paja4 dran maksimal keterlarnbatan selama 2,t (dua puluh empat) bulan. Pengenaan

denda keierlam,bartan akan nnempergurtakan Surat Taglihan Pajal< Daerah (STPD).

(5) SSpD yang sudah ditandatangani dan ,Cicap tertentu oleh Kas daerah atau bank ying ditunjulq

disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah sebagai lap'clran'

(6) Bentuk SSpD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pc'ndapatan Daerah'

BAB XII
TATA l()A.RA PEI-APORAN

furgian Pertama

Untuk M/ajib l'hjak yang menganut Sistetm Self A;sesment

(3)

(4)

,15)

( .1)

(2)

Pasal 16

(1) Berdasarkan rekapitularsi penerimaarl bulanan, yang

pembayaran hilrian, V1/ajib Pajak m'::rryiapkan Surat

masa I bulan.

(2) SpTpD dan dilampirkan dengan SSPI-r yang sudah dicap oleh kantor Kas Daerah atau Bank

yang ditunjuk, rlisampaikan paling larrrbat tanggal 15 (lima belas;) bulan berikutnya.

(3) Keterlambatan penyampaian SpTpD, akan dikenakan denda adrrrinistrasi sebesar RP. 50.000

(lima putuh ribu rupiah) per SiPTPD.

(4) pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan surat Tagihan Pajak Daerah (sf,PD).

(5) Bentuk SSpD dan STPD akan ditetaphia'n dikemudian oleh Dinas Pr,lndapatan Daerah.

disusun tl;,rri rekapitulasi bill atau bukti

Pemberitithuan Pajak Daerah ( SPTPD)



l!fiagian Kedua

Untuk W:liib Pajallk yang mengarlut Slstem SKP

Pasal 17

\rvajib pajak sKp t:idak ciiwajibkan men'5r;impaikan SPTPD, tetapi cukup dengan menyampaikan

:;SpO yang sudah <litandia iarrgani dairr dicap oleh K;:rs Daeralr atau Bendaharawan Khusus

Penerimaan atau Bank yang dituniuk.

BAB XIII
PEIiIETAPAN PAJAI(

Eliagian Peftama
Untuk \lVajib t'ajak yarrrg menganut Sistrlm Self A,sesment

(1) Dinas Pendapatan Daerah dapat
pajak sesuai dengan ketentuan
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

(2) SI(PD yang diterbi;tkan melipttti :

Pasal 18

menetapkan besarnya pajak terutang dalam suatu
perundang undang;an yang dengan mengeluarkan

a. Surat Ketetapan Paj;ak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

b. Surat Ketetapan Pajiak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPD[GT).

c. Surat Ketetapan Pajiak Daerah Lebih Bayar (SKPDLE}), dan

d. Surat Ketetapan Pajiak Daerah Nihll (SKPDN).

Mekanisme pelgelolaan Ketetapan Pajak, seperti tindak lanju',l penetapan pajak, penagihan

hasil penetaperil, perngajuan keberatan dan banding, pengurangan, penundaan dan

penghapusan'pajak Oitutupt rn sebagaimana yang diniaksud darlam ketentuan yang ada pada

burjtur.n Daerah Kaburpaten Katingan Nomor B Tahurr 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten

Katingan.

Bentuk SKPD alan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Ringian Kedua

Llntuk V\lajib Pajakl yang menganut Sistem SiK.P

Pasal 19

(I) Berdasarkan SIGD Semenlara, SSPD dan penguji,an atau verifikasi, Dinas Pendapatan

menerbitkan SKpD Finat untuk merampungkan perhitungan pajak terhutang untuk suatq masa

pajak yang telah dliterbitkan SKPD Sementara-nya.

(:Z) SKPD Final menetapkan jumlah pajak terhitung, jumlah pajak yang 
11dah 

dibayar dan kurang /
(lebih) bayar yang penic,de peneta.pannya meliputi 1 (satu) masa I}KPD sementara atau lebih.

(:3) Apabila SKpD fina* seperti yang dimaksud pada ayar (1) tidal< atau kurang dibayar setelah

lewat waktu pillinE trarna i,0 ([iga puluh) hari setelah SKPD Final diterima, dikenakan sanksi

administrasi berupa- bulga sebesJr 2% (dua persen) s;,ebulan dan tagihan dengan menerbitkan

STPD.

(.+) Bentuk SKPD final akan ditetapkan kerrrudian oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 2O

(.1) Apabila Dinas pr:ndapatian Darerah belurn menerbitkan sKPD Ranrpung untuk suatu masa pajak

yang telah diterbitkan SKPD :,;ementara-nya, Wajib Pajak tetap nrr:nggunakan SKPD Sementara

iersebut dalam menetapkan dan men)/etor pajak terutang untuk nlasa pajak berikutnya.

(iZ) Untuk kondisi sebagaiman a yang clinraksud pada atyat (1) prsal ini, Waiib Pajak harus

melaporkan p"nggunuun SKPD Sementara tersebut keprada Dinas lPendapatan Daerah.

masa
Surat

1)\
\ r/

(4)



BAB )CtV

PElr,tBUKUli\N DAN PEMER:IK$MN

Pasal 21

(1) Wajib Pajak fliiarajibkan menyelengglarakan pembukuan yang cukup, sesuai dengan kaidah

akuntansi atau p,emSukuan y,ang laiirn dalam mencata[ penerirnaan dan pengeluaTn usaha-

(2) pembukuan diimaksuclkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan

sekaligus m€,ft,bafi,Lu peft.rrgas Dinas Pendapatart clalarn melakukan pembinaan dan

pengJwasan terhadapr usaha Wajib 't ajak guna mengetahui jurnlah peredaran / omzet yang

menjadi dasar pengenaan parjak untuk setiap masa pajak.

(3) Apabila Wajib Pal'ak tirCak dapat menunjukan pembukt.ran pada saat pemeriksaan, maka jurnlah

penjualan terhutang pajak alcan ditetarpkan secara jabatan.

(4) pembukuan, catatan dan bukti pemJbukuan seperti fu>n bitl yang berhubungan dengan usaha

Wajib Pajak harrus disirmpan selama 5 (lima) tahun.

(5) Tata cara pembukua,n dan pelaporan akan ditetap,kan kenrudian oleh Dinas Pendapatan

Daerah.

Pasal 22

ri1) Dinas pendapatar-r Daerah berrwenang melakukan pemeriksaan unrtuk menguji kepatuhan Wajib

Pajak dalam menjalankan kewajiban prerpajakan.

(2) Mekanisme dan ,prosedur y.;merikszrarn pajak mengacu kepad;:r ketetapan sebagaimana yang

dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Dderah K.abupaten KaUngan Nomor 8

Tahun 2011 ttlntang F'ajak Daerah l'larbupaten Katingan'

tl3) Tata cara pem,3riksaan pajak dan pel;rporan hasil pemeriksaan serrta tindak lanjut Pemeriksaan

pajak akan ditetapkan kemurlian oleh Dinas Pendapatan Daerah.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 23

pejabat pegarruai Negeri Sipil dilinglklungan pemerintah Daerah diberi wewenang Khusus

se-bagaiman-a penyidik untuk melat<ukin penyidikan tindall pidana perpajakan daerah

sebaiaimanu ,iiru'krul dalam Undang-undang Nomor 8 Tahunr 1981 tentang Hukum Acara

Pidana.

prosedur penyidil<an, wewenang p,enyidik dan tindak lanjut penyidikan mengacu kepada

ketentuan'sebagaimana yang dimalsud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah

Kabupaten Katingan Nomor [] Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten KaUngan.

BAB )C/II
PET{GAWASAN DAN PENEIRTIBAN

Elagian Pertama
['engawasan

Pasal 24

Pengawasan admin istratif dila ku kan terhard a p :

;r,. Status penyelengglaraan usaha Restoratn.

tr. Penetapan, pembayaran, dan pehagihan Pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.
Pasal 25

(1) Setiap petugas Dinas R:ndapatan Daerah wajib melakukan penglal4/asan dilapangan terhadap;

(1)

I lt

I

I,lrl
lt,,i,



a.PengoperasiarlusahaRestoran,termasukfasilitasyangdijual"

b. Izin usaha Fes;toran.

c. PemunEutan dan pttmbayaran paj;rk'

(2) pengawasan pen\/elenrggaraan usaha :;ebagaimana dimaksud percla ayat (1) ini dilakukan untuk

menilai sebagai berikut :

a. Pemilikan dan masa berla!"u izin

b. Aspek operasional c,ari fasilitas penginapan

c. Aspek pembukuan, bill dan tarif Restoran'

d. Aspek kepatuhan pelmungutan, pen:rbayaran dan pelaporan pajak'

(3) Apabila dalam rnelal<ukan p,engawasan sebagaimana dimaksurl ayat (1) dan (3) pasal ini

diketemukan pl.larngEaran, petugas waiib mela-kukan pengusutan atas pelanggaran tersebut'

(a) Apabila dalam melakukan pengusulan sebagaiman,a dimaksud pada ayat Q) pasal. ini

diketernukan data baru (novr.rm)i mato data te]rsebut dipakai s;ebagai dasar untuk melakukan

tagihan susulan.

Eiagian Kedua

Penertiban

Pasal 26

Penertiban usaha Restoran dilakukan oleh Dinas Perldapatan Eraerah yang dilakukan dalam

suatu koordinar;i dengan Dinas pariwisata Kabupaten lhtingan clan Instansi terkait terhadap !

a. Penyalahgunaan izinr yang diberikatn'

b. Kegiatan yang menyi mpanE atau ti<Jak sesuai dengan izin yang tersedia'

c. pengoperasian fasilitas yang tidak:sesuai dengan perizinan'

d. Penyelenggarraian tidak merlakukan pemungutan dan penyetoran pajak daerah'

e. penyelenggara melarkukan pemunr]utan pajak tetapi tidak nrenyetorkannya ke Kas Daerah

baik seluruh atau :;ebagian.

Pelaksanaan penetftiban teriradap usaha Penginapan seb-agalm;atra dimaksud pada ayat pasal

ini dilakukan secara koordinasi antara Dinas Pindapatan DJerah rJengan dinas / instansiterkait

lainnya.

Pasl27

(1)

\/)

(1) Penertiban terhadap usaha restoran

dilaksanakan dirlarn berrtuk penyegelarn,

(2)Sebelumdilakanakantindakanpertyegelanterhadap
dahulu diberike,n surat peringatan (I, II, dan III) dan I

24 jam terhitun,g diterirnanya Surat Tixluran'

(3) Surat peringatan sebagaimana dima'ksud pada

Pendapatan Darerirh setelah dikoordinasi dengan

Pariwisata dan dinras / instan:;i lalnnyi:t'

sebagaimana dirnaksurJ dalam pasal 26 ayat (1)

penutupan dan atau pernbongkaran.

usaha ire:itoran, Wajib Pajak terlebih

Surat Teguiran dalam jangka waktu 3 x

ayat (1) pas;rl ini disisipkan oleh Dinas

Oinas iemuda, Olahraga, Kebudayaan dan

(4) Penyegelan tertradap usaha restoran dilakukan apabila :

a. wajib Paiak ticlak melaKanakan l<.ewajiban untuk menEurus izin atau memperpanjang iln
usaha nestoran yan,l telah berakhir m-asa berlakukan dalam j;rngka waktu yang ditetapkan

dalam surat tequran.

b, wajib Pajak secara tegas tidakl melakukan pernungutan pajak dan atau melakukan

pungutan p4ak tioat< me-nyetorkatlnya ke Kas Daerah seluruhnya atau sebagian'

c. wajib pajak tidak melaksanakan l<ewajiban untuk menyesuaikan perubahan fasilitas yang

dioperasikan dengan izin yang ditrcdkan dalam jangka waKu yang ditetapl<an dalam surat

Peringatan'

(5) penyegelan dis;iaprkan 'cleh Dinas .Pendapatan 
atas nama Bupati Katingan dan dilaksanakan

antara Dinas plnJapatan Daerah,- lJinis Pemuda, Otahrag,, Kebudayaan dan Pariwisata

dengan instansi lainnYa.

1

1

l

I

)
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Pasal 28

Usaha restorati l/ang tgl6f disegel, pn;nyelenggai'a masih diberik,an kesempaian untuk :

a. Pengurus izin atai; merrr6ierparrjang izin yang teiah berakhir masa beriakunya.
b' Menyesuaihan peiubahan fasilita:-c yang dioperasikan dengan izin yanq telah diberikan.
c' Melunasi seluruhi Paiak Daenrtr terhitung beserta denrlanya sesuai dengan keten&.ian

perundangan berlaku.

Pasal 29

(i) npabrla pr=n'yelenr;gara usaha ilestoran tetap tidak rnetalcsanakan ketenfuan sebagaimana
dimaksud m;:ka usaha Resloran akan disita oleh Dinas PeniCapatan atas name Bupati.

(2) Biaya penyitaan usaha p,enginapan ditetapkan oleh Bupati.

{3) Penyitaan us;aha ,Restoran han rs berdasarkan Surrat Perintiah Pembongkarqn yang disiapkan
cieh Dinal; Penclapatan Daerah atas nama Eupati dan di!;al,:sanakan secara koordinasi antara
Dinas Penr1apatan Daerah dengern Dinas / Instansi terkait.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 30

Hai hai yang ireium cukup diatur cialam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelakanaarr
pemunqutan alcan diatur lelrih Ianjut d;llam Keputusan tei'sendii'i.

Pasal 31

Peraturan Buperti irri berlaku sejal6. tangr3al diundangkan

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan 1:engundangan Peraturarr Bupati ini dengan
penempatanny;a daiam llerita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
P;rda tanggal, S{ Ot<ioAeiZ6t t

BI/PATI KATINGAN,
\/
X
Itll"/ l1'-u'uZ-.-'

nt iLiuS::l iErAtxiThir
Diundangkan di l(aso,ngan
Pada tanggal, 31 Oktober 2011

TATEI. i.AD]U

KABUPI[TE!{ KATIT'|G,||N TAHUr{ 2011 t4otvtoft .&.'....


